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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DESA PURWODADI, 

Menimbang: a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebaga1 wujud 
dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka 
dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
masyarakat desa, 
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b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 
Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 
yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan 
pemerintahan Desa berdasarkan prnsip kebersamaan, 
efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan l1ngkungan, 
dan kemandirian sehingga menc1ptakan landasan kuat dalam 
melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju 
masyarakat adil, makmur dan sejahtera: 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana d1maksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 
Anggaran 2024, 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Tengah, 
Undang-Undang Republ1k Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerath (Lembaran Negara Republik Indonesa 
Tahun 2004 Nomor I 26, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesta Nomor 4438). 
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4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
sebaga1mana telah diubah dengan Undang-Undarng Republik 
Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2o19 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234). 
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Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian 
Negara (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Rebup1lk Indonesia 

Nomor 4916), 
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Republ1k Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 
tentang C1pta Kerja (Lembaran Negara Republ1k Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republ1k Indonesia Nomor 6573). 

6. Undang-Undang Republ1k Indonesia Nomor 23 Tahun 201+ 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republhk 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indones1a Nomor 5587) sebaga1marna telah 
d1ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republ1k Indones1a Nomor 
6573). 
Undang-Undang Republ1k Indones1a Nomor 19 Tahun 2023 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republhk Indonesia Tahun 
2023 Nomor 140). 

8. Peraturan Pementah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republ1k Indonesta Tahun 
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republtk 
Indonesa Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kalt 
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerntah Nomor 11 
Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nonor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 
Desa (lLembaran Negara Repub1k Indonesa Tahun 2019 
Nomor 41, Tambahan Lenbaran Negara Republ1k Indonesta 

Nomor 6321). 



Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republ1k Indones1a 
Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dar1 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864), 

10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanyutan 
(Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
136), 

11. Peraturan Presiden Republ1k Indonesia Nomor 72 tahun 2021 
Tentang percepatan Penurunan Stunt1ng (Lembaran Negara 
Rebuplik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 
tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Benta Negara 
Republik Indones1a Tahun 2014 Nomor 209 1), 

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tert1nggal dan 
Transmigras1 Rebuplik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 
Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdavaan 
Masyarakat Desa(Ber1ta Negara Republik Indones1a Tahun 
2022 Nomor 960). 

14. Peraturan Menter1 Dalam Neger1 Nomor 44 Tahun 2016 
Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republ1k Indonesta 
Tahun 20 16 Nomor 1037), 

15 Peraturan Menter1 Dalam Neger1 Nomor 110 Tahun 2016 
Tentang Badan Pernusyawaratan Desa (Berita Negara 
Republ1k Indonesia Tahun 2017 Nomor 89). 

16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Bernta Negara Republ1k 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611), 

17 Peraturan Menter1 Dalam Negern Nomor I 19 Tahun 2019 
Tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembavaran luran 
Jaminan Kesehatan Bag1 Kepala Desa dan Perangkat Desa, 
(Berita Negara Republik Indones1a Tahun 2019 Nomor 1802). 



18 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal. 
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigras1 Republik 
Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum 
Penbangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590), 

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 
Tert1nggal dan Transm1gras1 Republik Indonesia 
Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa ( Ber1ta 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203); 

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
dan Transmigras1 Republhk Indonesia 

Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa ( Bernta 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203). 

Tertinggal 

Daerah 

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transm1gras1 Republik Indonsia Nomor 8 Tahun 2023, 
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Ber1ta Negara 
Republik Indonesia Nomor 960 Tahun 2022). 

22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transm1gras1 Republik Indones1a Nomor 7 Tahun 2023 
tentang Rincian Priorntas Penggunaan Dana Desa (Bernta 
Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023). 

23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal. 
dan Transmigras1 Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 
tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan Dana 
Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republ1k Indonesta Tahun 
2023 Nomor 963), 

24. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51 Bagamana 
Telah diubah dengan Peraturan Bupat1 Temanggung Nomor 22 
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupat1 
Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa), (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 
Tahun 2020 Nomor 22). 

25. Peraturan Bupat1 Temanggung Nomor 47 Tahun 2019 tentang 
Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten 

Temanggung Tahun 2018 Nomor 48). 
26 Peraturan Bupat1 Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 

2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 
2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 
Nomor 12), 



27. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 Tentang 
Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita 

Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12). 
28 Peraturan Desa Purwodadi Nomor 2 Tahun 2019 tentang 

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan 
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Nomor 2 
Tahun 2019): 

29 Peraturan Desa Purwodadi Nomor 8 Tahun 2020 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 
2026 (Lembaran Desa Purwodadi Tahun 2020 Nomor 8). 

30 Peraturan Desa Purwodadi Nomor 3 Tahun 2023 tentang 

Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 
(Lembaran Desa Purwodad1 Tahun 2023 Nomor 3), 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PURWODADI 

Dengan Kesepakatan Bersama 

Menetapkan : PERATURAN 

1 Pendapatan Desa 

KEPALA DESA PURWODADI 

2. Belanja Desa 
Surpuls/(Defisit) 

3. Pembiayaan 

dan 

a Penerimaan Pembiayaan 
b. Pengeluaran Pembiayaan 

MEMUTUSKAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024 

Selisih Pembiayaan (a-b) 

DESA PURWODADI 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Purwodad1 Tahun Anggaran 2024 
adalah sebagai berikut 

Pasal 1 

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran 

Pasal 2 

Rp 
Rp 
Rp 

Rp 
Rp 

TENTANG 

Rp 

ANGGARAN 

Rp 

|779 045 414 
1958 619817 
(179 574 403) 

179 574 403 

179 574 403 

0 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanya Desa sebagaumana 
d1maksud dalam Pasal l tercantum dalam Lamp1ran yang merupakan bagian 
tak terpisahkan dari Peraturan Desa in1 



Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat 
a APB Desa; 
b Daftar Penyertaan Modal; 

C. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnva 

Desa. 

Pasal 3 

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB 

Pasal 4 

() Pemerintah Desa dapat melaksanakan keg1atan untuk penanggulangan 
bencana, keadaan darurat, dan mendesak. 

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan 
anggaran jenis belanja tidak terduga 

Pasal 5 

(3) Pemerntah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, 
keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang 
selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan 
APBDesa. 

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kr1tera 
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan 

tidak dapat d1prediksi sebelumnya,; 
tidak diharapkan terjadi secara berulang, 

e. berskala lokal desa. 

berada d1luar kendal1 dan pengaruh pemerintah Desa, 

Dalam hal terjadi. 

memiliki dampak yang sign1fikan terhadap anggaran dalam rangka 
pemulihan yang d1sebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau 
permasalahan sosisal; dan 

C keglatan. 

Pasal 6 

a penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun 
berjalan 

b. keadaan yang menyebabkan harus dlakukan pergeseran antar obyek 
belanja, dan 

yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan 
SiLPA akan d1laksanakan dalam tahun berjalan 

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan 
perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan 
memberitahukannya kepada BPD. 



Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 7 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa 
ini dalam Lembaran Desa Purwodadi 

Diundangkan di Purwodadi 

pada tanggal 29 Desember 2023 
SEKRETARI^DSA RURWODADI 

NURCHOIS 

Ditetapkn i Purwodadi 
pada tarega 29 RAember 2023 

UKEPALA DESA PWOp9I 

KEPALA DESA 
onAD PURYIODAD 

ATANTE 
ASFRI 

LEMBARAN DESA PURWODADI TAHUN 2023 NOMOR 5 
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